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ABSTRAK

Negara Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai
kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia warganya melalui sarana hukum
yang terintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia , namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat pelanggaran Hak
Asasi Manusia yang diberikan kepada masyarakat, schingga sering digunakan
sebagai indikator keberhasilan suati rezim pemerintahan. Dengan kondisi yang
belum maksimal terutama peda pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia , dalam
rangka mewujudkan good governance. Rumusan penelitian ini adalah: 1)
Bagaimanakah Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun
2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok. 2) Apa sajakah kendala dan
upaya yang dihadapi dalam Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi
Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2
Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1IB Solok. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
sosiologis, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder yang
meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data
dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1)
Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 22 Tahun
2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1IB Solok belum cukup baik. Adapun tiga kriteria yang
belum dipenuhi dari enam kriteria sesuai PermenkumHak Asasi Manusia No 2
Tahun 2022 adalah Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana Prasarana dan/atau
Fasilitas Pengunjung, Ketersediaan Sumber Daya manusia dan Petugas, dan
I[novasi Pelayanan Publik. 2) Masalah-masalah yang yang ditemukan diantaranya
belum adanya program kerja dan rencana anggaran yang tersedia untuk
mempersiapkan sarana dan fasilitas pelayanan publik berbasis Hak Asasi ‘M;mumn
. selanjutnya belum terpenuhi realisasi penambahan petugas yang sesuai dengan
kebutuhan jumlah warga binaan di Lapas Solok oleh kantor wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat terkait kekurangan kebutuhan
sumber daya manusia, dan masih kurangnya petugas |')cnm.~;yur§|kulun yang
berkompeten untuk dapat berinovasi terkait pelayanan publik berbasis Hak Asasi

Manusia .
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